DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

KLASIFIRAS! INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayvat (1) buruf b
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016
tentang  Layanan  Informasi  Publik, menectapkan
/menentuken suatu informasi publik dapat diakswes publik
atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

b. bahwa berdasarkan hasil wji konscktensi yang dituangkan
dalam Lembar  Pengujian  Konsekuens) Nomor
3059 /HM.10.02 Tahun 2023 tangeal 29 Desember 2023,
Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika,
Dan Statistik Provinsi Dagrah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubaban Atas Keputusan
Kepaln Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik
Provinsi Daerah Khusus Ibukots Jaknrta tentang Klasilkasi
Informasi Yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus
Ibukoma Jakarta peria di ubsh;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebapatmana dimaksud
pada huruf a dan b periu menstapkan Keputusan Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Siatistik lentang
Klasifileani Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi
Dacrah Khusus [bukota Jakarta tahun 2024:

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukots Jakarie
sebagai [bukota Negarm Kesatuan Republik Indoncsia
(lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2007 Nomor
Baﬁamhﬂmn Eembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4744),

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tabun 2008 Nomoer 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4846},

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana teluh




Menctapkan

KESATU

beberapa kah diubah ferakhir dengan Undang:-Undang
Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Perdturan
Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerjn Menjodi Undang-Undang (Lembaran
Negara  Republik  Indongsia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahon Lembaran Negura Republik Indonesia Nomor
68586),

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun
2014 Nomor 292, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) scbuguimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2023 tentang Penciapan Peraturan Pemeriniah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjn
Meryachi Undang-Undang
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tshun 2010 tentang
Peluksanaan Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembarun Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149,

6. Perawuwran Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor |
Tahun 2021 temtang Standar Layanan Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74 1);

7. Peraturan Dacrah Nomor 5 Tohun 2016 tentang
Pombentukan dan Susunan Perangkat Daegruh Provinsi
Daerah Khusus fbukota Jakarfa (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Dacrah Khusus
Ibukora dakurta Notnor 2005) sebagaimana telah diubsh
dengan Peraturan Dacrah Nomor 2 Tahun 2019 tentiang
Perubuhan atas Peratitran Dacrah Nomor 5 Tahun 2016
lentang Pembentukan dap Susunan Perangkat Daerith
Provingi Daerah Khusus Ihukets Jakarts (Lembaran Dacrah
Provinsi Dacrah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2019 Nomor
201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Thukota Jakarta Nomor 2007);

8. Peraturan Gubernur Provinsl DKI Jakarte Nomor 175 Tahun
2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomar
12117

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN

STATISTIK PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024

. Menctapkan Kilasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah

Provins: Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidok terpisahkan dari
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatikn, dan Statistik
ini,



KEDUA ¢ Klasifikasi Informasi yung Dikecuslikan scbagaimana ditaksid
dalam Diktum KESATU menjadi acusn bagi setiap Perangkat
Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta dalam
pengelolaan dan pelavanan Informasi Publik

KETIGA : Pado sant Keputuaan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik ind mulel berlaky, Keputusan Kepala Dinas Kormunikasi,
Informatika, dan Statistik Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Keputussn Kepala Dinas Dinas Kemunikasi,
Informatika, Dan Statistik Prowinsi Daerah Khusus Tbhukowa
Jakarta tentung Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Provinsi
Dwi:;h Khusus Tbukota Jakara, dicabut dan dinyatnkan tidak
berlaku

KEEMPAT ¢ Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik
ini mulai berfaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarin
pada tanggal 30 Januari 2024

Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMAS! DAN
DOKUMENTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

'l- '_|

2 f’?*“‘

A SIGIT WIJATMOKO
NIP 1974083019931 11001

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepals Pernngkat Doerah/ Unit Kerja Perangkat Dacrah Provinsi DKI
Jakarta




: Keputusan Kepaln Dinas Komunikasi, Informatika,

Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomar
Tanggal

¢ 18 Tahun X)24
30 Januari 2024

KLASIFTKAS] INFORMASI] YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DASAR HUKUM
PERTIMBANGAN
NO INFORMASI PENGECUALIAN '/ BA-ANR JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Informasi Pribadi
I | Data Pribadi Masyarakat . Pasal 85 Undang-Undang 'a. Dapat menimbulkan | Melindungi data dan Terbukm apabila

pada Dokumen Administrasi Nomor 23 Tahun 2006 penyalahgunaan data | informasi pribadi mendapat
dan database sistem tentang Administrasi informasi pribadi penduduk. persetujuan tertulis
informasi yang meliputi: NIK, Kependudukan; sesearang, dan dari vang
Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, [P+ Pasal 17 hurufh Undang: |b. Dapat menimbulkan bersangkutan.
Rondisi Anggota Ketuarga, 2008 tentang ‘ data pribadi yang
Riwayat Krsehntan {rekarn gmumn Informasi bersanghkutsn.
medis), Rekening Bank, Aset, | ndang-Undang Nomor
'Pl‘.'ﬂd-irll;ltﬂn, Hasil evaluasi 19 Tahun 2016 tentang
Kapabilitas, Intelektualitas Perubahan atas Undang-
dan Rekomendasi Undang Nomor 11 Tahun
Kemampuan, Catatan yang 2008 tentang Informasi
berkaitan denpan pendidikan dan Tranzaksi Elektronik.
formal maupun pendidikan
nonformal.

2 | Data Pribadi Pegawal dalam . Pasal 85 Undang-Undang |a. Dapat menimbulkan | Melindung data dan Terbuka apabila
dokumen administrasi dan Nomor 23 Tabun 2006 penyalahgunaan data | informasi pribadi mendapat
database sistem informasi tentang Administrasi informasi pribadi PERAWAI. persetujuan tertutis




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUELIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
yang meliputi; NIK, Alamat, Kependudukan; sesecorang dan dari yang
Sidik Jan, Ins Mata, Tanda . Pasal 17 huruf h Undang- |b. Dapat menimbulkan bersanskutan.
Tangan, Riwnyat dan Kondisi Undang Nomor 14 Tahun gugatan dari pemilik
Anggota Keluarga, Riwayat 2008 tentang Keterbukaan data pribadi vang
Kesehatan tmlﬁ-m ﬂ‘lﬂdiﬂl, ‘Inl'nm‘mm Puh[ﬂn dan bﬂ"ﬂl&kﬂtﬁ.
R:kﬁ“inﬂ Bal'tk mt s Undnng-Und'm Hﬂl‘l‘li:lr
Pendapatan, Hi;nH ﬂ'lllllﬂﬁi 19 Tahun 20106 tentang
Kapabilitas, Intelektualitas m;[;‘ﬁ“gm
can Rekomendasi 2008 tentang Informasi
Kemampuan, Catatan yvang dan Transaksi Elektronik.
berkaitan dengan pendidikan
formal maupun pendidikan
nonformal. . | :

3 | Data Pribad: Anggota Direksi |a. Pasal 85 Undang-Undang |a. Dapat menimbulkan Melindung: data dan Terbuks apabila
dan Anggota Badan Nomor 23 Tahun 2006 penyalahgunaan data | informasi pribadi mendapat
Pengawns/ Dewin Konisaris tentang Adminisiras: informani pribadi pegawai, persetujuan tertulis
BUMD/ Perusahaan Kependudukarn; sescorany; dan dari yang
Patungan dalam Dokumen - Pasal 17 huruf h Undang- b. Dapat menimbulkan bersangkutan.
sistom informasi yang ?IZ:‘HB tm_l:u‘;fbul-!:lrrbuhnn ::In;mhndl yang
Meliputi: NIK, Alamat, Sidik . l.?nmndlnglmr AN

Jari, Iris Mata, Tanda
Tangan, Riwayat dan Kondrai
Anggota Keluarga, Riwayat
Kesehatan [rekam medis),
Rekening Bank, Asct,
Pendapatan, Hasil evaluasi
Kapabilitas, Intelektualitas

19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektrontk.




DASAR HUKUM

KONSEKUENS!/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

hasil tes simulasi. hasil

INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
dun Rekomendasi
Eemampuan, Catatan yang
berkaitan dengan pendidikan
formal mavpun pendidikan
nonformal.
Data Pribadi Anggota Dewan |d. Pasal 85 Upndang-Undang c. Dapat menimbulkan | Melindungi data dan Terbuka apabila
Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 23 Tahun 2006 penyalahgunaan data: | informasi pribacdi. mendapar
dalam Dokumen Administrasi | tentang Administrasi informust pribadi persetujuan tertulia
dan dalabase sistem Kependudukan; scscorang: dan dari yang
informasi yang Meliputi: NIK, [ Pasal 17 huruf h Undeang- |d. Dapat menimbulkan bersangkutan.
Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, | UndangNomor14Tahun |  gugatan dari pemilik
Tanda Tangan, Rivayatdan | aoooonang . B e Tk
Kandisi Angeota Keluarga, Publik: dan )
Riwayat Keschatan (rekam [. Undang-Undang Nomir
medis), Rekening Bank, Aset, 19 Tahun 2016 tentang
Pendapatan, Hasil cvaluasi Perubahan atas Undang-
Kapabiiitas, Intelektualitas Undang Nomor 11 Tahun |
dan Rekomendasi 2008 tentang Informasi
Kemampuan, Cutatan yvang dan Transaksi Elektronik.
berkaltan dengan pendidikan
formal maupun pendidikan
nonformal.
Laporan Hasil Assesment Pasal 17 hurulh Undang- a. Dapat membuka Melindungl data dan Terbuka apabila ada
Pegawai, Hasil Konseling Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi perintak pengadilan/
Pegawai, Hasil Feedback 2008 tentang Keterbukaan seseorang; dan pegawai, lembaga
Pegawal (hasil psikotes, hasil | Informasi Publil. b. Dapat menimbulkan pemerintahan sccira
tes CAT, formulir wawancara, penyalehgunaan data tertulis.
informasi pribacd;




INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP
ascsor meeting, laporan SCSCOTAng.
singkat assesment, laporan
lenghap assessment, laporan
konseling, laporan feedback),
Nama Pengguna Kendaraan | Pasal 17 huruf ¢ Undang- Dapat membahayakan Melindungi keamanan Terbuka apabila ada
pada Daftar Kendaraan Dinas | Undang Nomor 14 Tahun keamanan Pejabat Penjabat Pemerintahan. | perintah pengadilan/
Operasional. 2008 tentang Keterbuksan Pemerintahan. lembagn e
tertulis
Surat Keterangan d. Pasal 17 huruf h Undang- | Dapat menimhultkan Melindungi data dan Terbuka apabila
Pemberhentian Penghasilan Undang Nomor 14 Tahun rﬂnrlhhsuman dsta itiformaai pribadi. mendapat
(SKPP). 2008 tentang nformasi pribaci persetujuan tertulis
Keterbukaan Informasi SESCUTENg. dari yang
Publik; dan W
¢. Pasal 17 hurufi Undang- i
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik. |
Dokumen Hasil Tes a. Pasal 17 huruf h Undang- jc. Dapal membuka & Meclindungi data dan | Terbuka apabila
Peminatan dun Motivasi Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi mendapat
ddlam mngka preses usulan 2008 tentang sescorang; dan pegawai; dan persetujuan tertulis
pengangkatan dalam Jabatan Keterbukaan Informasi d. Dapat mengunglkap b. Mengamankan proses | dari yang
Fungsional. Publik; hasil evaluasi/seleksi penyusunian bersanghutan.
b, Undang-Undang Nomor 3 terkait dengan kebljakan dalam
Tahun 2014 tentang kapabilitas, rangka porses usulan
Aparatur Sipil Negara; intelektualitas, dan pengangkatan dalam
¢. Peraturan Pemerintah rekomendasi jubatan Fungsional.
Nomor 17 Tahun 2020 kemampuan




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

KO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
tentang Perubahan atas sescorang dalam
Peraturan Pemerintah ranghka proses usulan
Nemor 11 Tahun 2017 pengangkatan dalam
tentang Manajemen Jabstan Fungsional,
Pegawai Negeri Sipil: dan
d. Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparstur
Negara dan Reformasi
Birokras: Nomor 13
Tahun 2019 tentang
Pengusuian, Penetapan,
dan Pembinean Jabatan

gaional Pegawai

i Sipil.

9 | Nilai hasil ujian Pevesuaian |a. Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka . Melindungi data dan | Terbuka apabila
ljezah /Peningkatan Undang Nomar 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadj mendapat
Pendidikan dan Ujian Dinas, 2008 tentang peseorang; dan pegawai; dan persctufuan tertulis

Keterbukaan Informasi . Dapat mengungkap . Mengamankan proses | dari vang

Publik; hasil evaluasi/seleksi penyusunan bersangkutan.
b. Undang-Undang Nomor 5 terkait dengan kebijakan. '

Tehun 2014 tentang kapabilitas,

Aparatur Sipil Negara; intelektualitas, dan

dan ' rekonmiendasi
¢. Peratuman Pemerintah kemampuan

Nomor 17 Tahun 2020 SESCOTAN

tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil.




KONSEKUENS!/ PERTIMBANGAN BAGI PUELIK

5) Sural rekormendasi dari
Komisi Aparatur Sipil
Negara kepada Gubernur;

6} Draft SK Pengangkatan,
Pemindahan, dan
Pemberhentian dalam
Jabatan Pimpinan Tingei
Pratuma;

7) Undangan Pelantikan.

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
10 | Dokumen pelaksanaan Uji a. Pasal 17 huruf h Undang- | . Dapat mempengarahi | a. Menjaga objektifitas | 2. Terbuka Sampai
kompetensi untuk eselon 2, Undang Nomor 14 Tahun keputusan yang pengambilan Surat Keputusan
terdiri dari: 2008 tentang dinmhil oleh kgpu}usnn oleh Pelartikan
1) Surat undangan tim Keterbukann Informasi pimpinan/ pejabat pimpinan/ pejabat ditetapkan; dan
panitia seleksi; Publik; terkait; terkait; b, Terbuka apabila
. . i b, Undang-Undang Nomor 5 | b. Dapat mengungkap b. Melindungi data dan
2| Berita Acdara tim panitia el mendapat
seloloni Hozarta un 2014 Lentang hasil evalussi/seleksi informasi pribadi e
I 3 Aparatur Sipil Negara; terkait dengan pegawai; dan et
i et e dan kapabilitas, ¢. Mengamankan proses tertulis durl yang
3) Nowa dinas laporan hasil : - : ' - bersangkutan,
e - ¢. Peraturan Pemerintah intelektualitas, dan penyusunan -
wji kampetensi (jobfil Nomor 17 Tahun 2020 rekomendasi kebijakan.
Jabatan Pimpinan Tingg tentang Perubahan atas kemampuan
Pratama; Peraiuran Pemerintah seseoriang; dan
4) Surat usulan/laporan ke Nomor 11 Tahun 2017 ¢. Dapat membuka
Komisi Aparatur Sipil tentang Manajemen informasi pnbadi
Negara oleh Gubernur; Pegawai Negeri Sipil. SCSEOMNE




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

RO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEKA WAKTU
INFORMAST DIBUEA DITUTUP
11 | Dokumen Mutasi Pegawai Pasal 17 huruf h Undang- Dapat membuka a. Melindungi data dan | Terbuka apabila
dari Luar Pemerintah Provins Undang Nomar 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi mendapat
DK! Jakarta ke Pemerintah 2008 tentang SESCOrnng; pegawai, persetujuan tertulis
Provinsi DKI Jakarta, terdisi Keterbukaon Informasi . dapat mengungkap b. Mengamankan proses | dari yang
dari: Publik; hasil- evaluasi PODVUISLINNN bersangkutan.
1] Surat usulan mutasi . Undang-Undang Nomor 5 schubungan dengan kebijakan.
beserts lampirantys; Tahun 2014 Lentang kupabilitas,
2) Hasil Nilai Tes Patkologi izllratur Sipil Negata; intﬁtktunh:?s, dan
dan wawancars; . Peraturan Pemerintah kemam
3] Hasil Nilai Tes Substantf; Nomor 17 Tahun 2020 Hmrﬁn:m
4) Berita Acara rapat tentang Perubahan atas . Dapat menimbulkan
penentuan hasil imutasi; Peraturun Pemerintah penvalahgunaan data
5) Surat usulan mutasi ke Nomor 11 Tahun 2017 pribadi seseprang.
BXN dan Kemendagri tentang Manajemen
beserta lampirannys; Pegawai Negeri Sipil,
6) Dralt rencana pehicmpatan
pegawai hasil mutasi; dan
7) Dmit SK Mutasi pegawai.
12 | Dokumen Perpindahan . Pasal 17 huruf b Undang- | a. Dapat membuka a. Mclindungi datu dan | Terbuka apabila
Fegawai antar Peranglat Undung Nomor 14 Tahun informask pribaci informusi pribadi mendapat
Daerah di lingkungan 4008 tentang seseOrang; pegawal; persetujuan tertulls
Pemerintah Provinsi DKI xt:ﬁ:uknn Infarmasi : gng;;lﬂnwﬁgtwi? b. Mengamankan proses | dari yang
Skarts Safen : ] asil-has unsi penyusunan . -
331“* A Li' opontingen Undang-Undang Nomor S | sehubungan dengan kebijakan. rerepngatin.
1) dol Gl Tahun 2019 tentang kapabilitas,
dsta-date pendul ﬂﬁmlur Sipil Negars; h;;:aluh:u;lﬂl-rq. dan
mutasi, dan . Peraturan Pemerintah kemampuan

Z] draft SK perpindahan

Nomor 17 Tahun 2020

sesearang; dan




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUELIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
pegawal. tentang Perubahan atas | ¢, Dapat menimbulkan
Peraturan Pemernintah penyalghgunaan data
Nomor 11 Tahun 2017 pribadi sescorang.
tentang Manajemen
Pegawni Nogeri Sipil.

13 | Dokumen Usulan Verifikasi . Pasal 17 hurufh Unding- | & Dapat membuka a. Melindungi data dan | Terbuka apabila
dan Validasi Jabatan Undang Nemor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi mendapat
Pelaksana, terdir dari : 2008 tentang SCSCOTANg, PegawWEi; persetujuan tertulis
1) Surat Usulan beserta Keterbukaan Informasi b, dnp-ul: mengungkap b. Mengamankan proses | dari yang
%) ‘Berita Acars Haxil Verval: . Undang-Undang Nomaor 5 achubungan dengan kebijalan.,

dikix i Tahun 2014 teatang kapabilitas,

3) SK Penemputan dalany Aparatur Sipil Negara; wnl::ﬂ:a, dan

Jabatan Pelaksana (SK . Peraturan Pernerintah kemampuan

Kepala Perangkal Daerah). Nomor 17 Tahun 2020 sescorang; dan
tentang Perubshan atas | ¢ Dapat menimbulkan
Peraturan Pemerintah penvalabigunaan data
Nomor 11 Tahun 2017 pribadi seseorang.
tentang Manajemen
Pegawai Sipil.

14 | Dokumecn Usulan Evaluasi » Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka a. Melindungi data dan | Terbula apabila
Kinerja Pegawai Tidak Tetap Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi mendapat
terdiri dari : 2008 tentang SESCOTANE, pegawai; persetujuan tertulis
1) Sturat Evaluasi Kiserja Keterbukasn Informasi b, dapat mengunghkap b, Mengamankan proses | dari vang

beserta lampirannya; dan Publik; hasil-hasil evaliasi penyusunan bersangkutan
2) Draft SK Perpenjangan . Undang-Undang Nomor 5 schubungan dengan kebijakan.
Kinerja Pegawai Tidak Tahun 2014 tentang kapablitas,
Tetan - Aparatur-Sipil Negars; intelektualives, dan
i dun rekomendisi




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITOTUP
. Peraturan Pemerintah Kemampuan
Nomor 17 Tahun 2020 sescorang, dan
tentang Perubahan atas | o Dapat menjmbulkan
Peraturan Pemerintah penyalahgunaan dats
Nomor 11 Tahun 2017 pribadi seseorang.
tentang Manajemen
Pegoawad Negeri Sipil.

15 | Dokumen Usulan Formasi . Pasal 17 hurul h Unding- | Dapat membuka Mengamankan proses Terbuka apabila ada
Kebutuhan Aparatur Sipil Undang Nomor 14 Tahun | informasi penetapan kebijakan pengadaan perintah pengadilan /
Negara | Pegawai Negen Sipil 2008 tentang kebutuhan lormasi vang | Calon Aparatur Sipil lembaga

ngan Perjanj : 2 1 nicrian
ﬁn;m:ﬂpuh' ‘}an Ketinl . Undang-Undang Nomor 5 | Pendayagunaan Aparatur sl
= Tahun 2014 tentang Negara dan Reformasi
1) Bvirad Heulen Puzmses Aparatur Sipil Ne : Birokrasi.
beserta lampirannya; dﬂ Pl ivegam.
2) E'I.IF.HI Penetapan Formasi . Peraturan Pemerintah
dari Kemenpan; dan Nomor 17 Tahun 2020
3} Dmaft 8K Penciapan tentang Perubshan atas
Formasi. Peraturan Pemerintah
Nomaor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
. Pegawai Negeri Sipil.

16 | Pokumen data pritadi Calon |a. Pasal 17 huruf b Undang- | & Dapat membuka data | Melindungi data dan a. 30 (tiga puluh)
Aparatur Sipil Negara, terdiri Undang Nomor 14 Tahun / informasi pribadi informasi pribadi. tahun;
dari 2008 tentang  seseorang; dan b. Terbuka apabila
1) Data Administrasi Keterbukasn Informasi Iy Dapat menimbulkan ada perintah

Pelamar; dian Pulblik; penyalahgunaan data pengadilan
2) Berkas Pelamar Calon b potaiptadang Nomarsi | pribsiiacicorang /lembaga
Aparatur Sipil Negira. - IERDg pemerintahan




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Aparatur Sipil Negara; scuara tertulis; dan
dan c. Terbuka apabila
. Peraturan Pemerintah mendapat
Namor 17 Tahun 2020 persetujuan
tentang Perubaban atas :
Peraturan Pemerintah mﬂ
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.
17 | Dokumen Penetapan dan . Pasal 17 huruf h Undang- | 4. Dapat membuka data | a. Melindungi data dan | a. 30 (tiga puluh)
pengangkntan sebagai Calon Unding Nomor 14 Tahun [ informasi pribadi informasi pribedi; dan tahun;
Aparatur Sipil Negars dan 2008 tentang SESCOTHNE, b. Menghindari adanya | b. Terbuks apabila
Penetapan pengangkatan Keterbukaan Informasi b. Dapat menimbulkan oknum yang akan ada perintah
Calon Pegawai Negeri Sipil Publik; penyalahgunasn dala mmynighgunakan pengadilan
menjadi Pegawai Negeri Sipil. | P Undoang-Undang Nomor 5 pribadi seseorang: Surat Keputusan /lembaga
terdiri dari ¢ ‘Palrun2014 tedtang i (penctapan). pemeriniahan
1 : - Aparatur Sipil Negara; ¢. Dapat menimbulkan
) Usulan penetapan Nomaor dsns penyalahgunasn secara tertulis
Induk Pegawal / Nomor . Peraturan Pemerintah Surat Keputusan
Induk Pegawal Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (penetapan) yang
dengan Perjanjian Kerja; tentang Perubahan atas melanggar peraturan
2) Petjanjian Kerja Prgawai Peraturan Pemerintah perundang-undangan.
Pemerintah dengan Nomor 11 Tahun 2017
Perjanjian Kerja ; tentang Manajemen
3] Penetapan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

scbagni: Calon Pegawai
Negeri Sipil menjadi
Pegawai Negen Sipil | dan
4} Keputusan pengangkatan
sebagai Calon Pegawai




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITOTUP
Negeri Sipil menjadi
Pegawai Negeri Sipil.
| 18 | Dokumen usulan Penerbitan |a. Pasal 17 buruf h Undang- | 8. Dapat membuka data | Melindungi daia dan &. 30 {uga pulubj
Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Undang Nomor 14 Tahun / informasi pribadi informasi pribadi. tahun:
Kartu Suami beserta 2008 tentang seseorang; b. Terbuka apabila
lampirannyva. Keterbukaan Informas b. Dapat memimbulkan ada perintah
Publil; penyalahgunaan data pengadilan
tuliun ‘ml? U g pemerintahan
:E:mtur Sipil Negara; s ara horthili &
¢ Peraturan Pemerintah c. Terbuka apabis
Nomor 17 Tahun 2020 mendapat
tentang Perubahan atas persciujuan
Peraturan Pemerintah tertulis dart yung
Nemor 11 Tahun 2017 bersangkutan.
tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.
19 | Dokumen lzin Percoraian a. Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat menghambat a. Melindungi proses o. Terbuka apabila
Aparatur Sipil Negara, terdiri Undang Nomor 14 Tdhun proses penegakan penegakan ada perintah
dari : 2008 tentung hukum; dan hukum;dan _ pengadilan
1) Surat Usulan atau ﬁjm:lmmuhln Informasi b, E;ﬂm m:qhga.mgkapd_ k b .H{.l:lirtdu_ngi m dan /lembaga
Pengantar dasi Peranghkat | PUDiK rahasia pribad) iniermAas) pribadi. pemerintahan
Daerah; b UT nidmﬂ-;-’;d:g Nossor- 8 e secara tertulis; dan
4) Surar Panggilan; Aparatur Sipil :ME . b. Terbuka apabila
3) Surat Perintah P eBATd; mendapat
Mulnku}mn Pemeriksaan, ¢. Peraturan Pemerintal perseiujusn
4) Berita Acara Nomor 17 Tahun 2020 tertulis dari yang
Pemeriksaan; tentang Perubahan atas bersangkutan.




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
5) 'Surat Laporan Hasil Peraturun Pemerintah
Pemeriksaan; Namor i1 Tahun 2017
6) Surdt Keterangan dari tentang Manajemen

9

BP4 atau Relans,

Surat Keterangan PM 1
dari Kelurahan atau
Surat Gugatan ke
Pengadilan Agama;
Surat Permohonan cerai
ybs ke Kepala Perangkat
Dacrakh;

Bukt Pembinaan olch
Perangkat Dacrah
kepada Pegawai Negeri
Sipil;

10) Salinan Akta Nikah;
11} Salinan SK Panghkat

Terakhar;

12] Keputusan Permohonan

lzin Perceraian;

13) Penvampaian Keputusan

Permohonan Izin
Perceraian,;

14) Berita Acara Serah

Tenma Keputusan
Permohonan fzin
Perceralan

15} Pengnnl:nrhﬂn

Pegawai Neger: Sipil.




SEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP

Perangkat Daerah yvbs
telah ceran;

16| Akt Ceral dari
Pengadilan Agama,

17| Berita Acara Serah
Terima K¢ Pusdatin vbs
telah cerai.

20 | Dokumen Penanganan @ Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka Melindung data dan Terbuka apabila ada
Pelanggaran Kode Etik dan Undang Nomar 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi perintah pengadilan
Kode Perilaku, terdiri dari : 2008 tentang scscorang dan pegawiL. /lembaga

1) Laporan Pengaduan; Keterbukaan Informas b. Dapat menimbulkan pemerintahan secara
Publil; penyvalnhgunaan data tertiilis.

2) Informasi pelapor
pengaduan;

3) Informasi terkapor
pengaduan;

4) Bukt pengaduan;

5) Undangan Panggilan
pemeriksaan, perrmmtaan
keterangan, dan
penyampaian
rekomendasi;

6) Suran tindak lonjut
pengaduan,

7) Berita Acara
Pemeriksaan;

8) Keputusan Pejnbat yang
bersangkutan tentang
Penjatuhan Sanksi Moral;

b. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 rentang
Aparatur Sipll Negaro;
dan

c. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Talhun 2020
tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomeor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

pribadi scscorang.




NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITOUTUP
cdan
9) Berita Acara Penverahan
Keputussn,

2] | Dokumen Pengaduan a. Pasal 17 huruf h Undang- | &. Dapat membuka Melindung data dan a. Terbuka apabila
Indisipiiner Pegawal, terdin Undang Nomor 14 Taehun informasi pribadi informasi pribadi ada perintah
dari: 2008 tentang ) seseorang, dan pegawal. pengadilan
1) Pengnduan indisipliner Keterbukaan Informasi b. Dapat menimbulkan /lembaga

e e Undang Undang Nomor § ibadi 5
2) Surat Panggilan/ Surat ndang-Undang Pe el secara tertulis; dan
Klarifilcasi; Jaun-20Ly Joiang b. Terbuke apabila
o . Aparatur Sipll Negara;
3) Tindak lanjut pengaduan din mendspat
indisiplinér pegawai; . Peraturan Pemerintah persctujuan
4) Jawaban pengaduan Nomor 17 Tahun 2020 tertulis dari yang
indisipliner pegawai; tentang Perubshan atas bersangkutan.
5} Berita Acara Klarifilcasi/ Peraturan Pemerintah
Pemeriksaan Pengaduan Nomor 11 Tahun 2017
Pegawii; tentang Manajemen
6) Laporan Hasil Fegawai Negen Sipil.
Klarifikesi/ Pemeriksasn
Pegawal;,
7) Informasi Pengadu;
8) Informas teradu/
pegawai; dan
9) Surat Panggilun/ Surat
Klanfikasi. 1

22 | Dokumen Pomberhentian . Pasal 17 huraf h Undang- | a. Dapat membuka Melindung data dan Terbuka apabila
Sementara dan Pengaktifun Undang Nomor 14 Tabun informasi pribadi informasi pribadi mendapat
Kembali Pegawai, terdiri dari: 2008 tentang seseorang; dan pegawai. persetujuan tertulis




HONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

Undang - Undangan no
14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informosi
Publik; dan

c. Pasal 44 ayat (1) Undang

pribadi seseorang.

NO INFORMASI FENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKEA DITOTUP
1) Usulin pemberhentian Keterbukaan Informasl b. Dapat menimbulkan diari yang
Semenlar pegawai; Publik; penvalahgunaan data bersanghutan
2] 8K Pemberhentian b. Undang-Undang Nomeor 5 pribadi seseorang
3) SK Pengaktifan Kembali :ﬂﬂlm Sipil Negara;
Pegawai vang .
diberhentilan sementara: | < Peraturan Perncrintah
4] Usulan pengaktifan Nopor 17 Takigy 2020
: tentang Perubshan atas
kembali peawai yang Peraturan Pemerintah
diberhentikan sementara; Nomor 11 Tahun 2017
dan | tentang Manajemen
3) Berita Acaru Penyerahan Pegawai Negeri Sipil.
Keputusan, 4 B
23 | Data Klaim BPJS Casemix. Pasal 17 huraf h dan | | & Dapst membuks Melindungi data dan Terbuka apabila
Undang-Undang Nomaor 14 informamn pribac informuosi pribadi mendapat
Tuhun 2008 tentang sesoorang: dan pegnwai. persetujuan termulis
Keterbukaan Informasi b. Dapat menimibullkan dati vang
Publik. | penyalahgunaan data bersangloatan.
24 | Root Couse Analysis (Laporan |a. Pasal 47 ayal (1) dan (2) & Dapat membuka Melindungi data dan Terbuka apabila
Analisis akar masalah Undang - Undang Nomor | informasi pribadi informasi pribadi mendapeat
insiden keselamatan pasien). 29 Tahyn 2004 entang sescorang; dan prgawal. persetujuan tertulis
Prakick Kedokteran, b. Dapat menimbulkan dari yang
b. Pasal 17 huruf h dan i penyalahgunaan data borsangkutan.




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
- Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit.
25 | Berita Acara Hasil Klinik Pasal 17 hurul h Undang- a. Dapat memimbulksn | Melindungt data dan | Terbuka apabila
Konsuliansi Pendampingan Undang Nomor 14 Tahun penyalahgunoasn data | informasi pribadi mendapat
Tugas Perangkat Daerah, 2008 tentang Keterbukaun informasi pribacdi pegawai. persetujuan tertulis
Informasi Publik. seseorang; dan dari vang
b. Dﬂpﬂl‘. menimbulkan bersangkuian.
gugatan dari pemilik
data pribadi yang
bersangkutan.
26 | Data Laporan Kasus Pasal 17 hurufa, hdan i & Dapatl mengganggu a Melindungi proses #. Terbuka apabila
Tuntutan Pembendaharaan | Undang-Undang Nomor 14 proses penegakan penegakan sda perintah
dan Tuntutan Ganti Rugi. Tahun 2008 tentang hulcam; dan hukumydan pengadilan /
Keterbukaan nformasi b. Dapat menimbulkan | b, Melindungi data dan lembaga
Publik. penyalahgunaan data informasi pribadt. permerintahan
thiormass secara tertulis; dan
SIINE: b. Terbuka apabila
mendapat
persetujuan
tertulis dari vang
bersangkutan.
27 | Lokasi Rumah Aman [Rumsh | a. Pasal 17 hurufa dun h i. Menghambat proses. | a. Melindungi proses Sampal dengan
Perfindungan Korban Undang-Undang Noemor pcn_!.-clidikan dan penegakan adanya putusan alas
Perdagangan Manusin). 14 Tahun 2008 tentang penyidikan suatu hukum;dan penvidikan yang
Keterbukaan Informasi tindakan pidana; b, Melindungi data dan | dilakukan.
Publik; dan b. Dapat mengganggu informasi pribadi.
b. Pasal 3 Poraturan proscs penegakan
Lembaga Perlindungan _hukum; dan




KONSEKUENS!/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITOTUP
Saksl dan Korban c. Dapal menimbulkan
Republik Indonesin penvalahgunaan data
Nomeor 3 Tahun 2011 informasi pribadi
tentang Standar dan SESCOTANE,
Pengelolann Rumah Aman
Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban
Informasi Industri dan Perdagangan
28 | Data Industn dan Data Pasal 35 Perda 4 Tahun Dapat merugikan Melindung: kawasan Terbuka apabila ada
Kawasan Industr 2018 rtentang Perindustrinn. | kepentingan perusahaan. | teritorial dan persaingan | perubahan dasar
tidal sehat. hukum atau atau
terbuka apabila
mendapar perintah
tertulis dar
pehgadilen/ lembaga
pemerintaban.,
29 | Datalaporen hasil pengujian | Pasal 17 huruf b Undang-  |a. Dapal menimbulkan | Melindungi laporan hasil | Terbuka apabila
produk Bahan dan Barang. | Undang Nomor 14 Tahun potensi pengujian milik mendapat
Teknik, Produk Kerajinan 2008 tentang Keterbukaan penyalahgunaan oleh | perusahaan/ pelanggan. | persetujuan dari yang
dan Tekstil, din produk Informasi Publik pihak-pihak yang bersangkutarn.
Metralogi tidak be dan
b. Dapat menimbulkan
persaingan usaha
| yang tidak sehat.
30 | Data penilaian hasil kurast | Pasal 17 huruf b Undang- a. Dapat menimbulkan | Mengamankan hak atas | Terbuka apabila ada
terkait produk Usaha Mikro, | Undang Nomor 14 Tahun persaingun usahi kekayaan intelektual dan | perintah penguadilan/
Kecil dan Menengah. 2008 tentang Keterbukaan yang tidak sehat; dan | menghindari persaingan | lembaga

b. Dapal mengganggu

pemerintnhan secara




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP
Informasi Publik, kepentingan usaha tidak schat tertulis.
perlindungan hak
atas kekayaan
intelektual,
31 | Laporan hasil rapat mahunan | Pasal 17 huruf | Undang- Dapait menimbulkan Melindungi dokumen a. Terbuka apabila
anggols Koperasi. Undang Nomor 14 Tahun polensi penyalahgunasn | yang bersifat rahasia. ada perintah
2008 tentang Keaterbukaan data oleh pthak-pihak pengadilan /
Informasi Publik. yvang tidak berwenang. lembaga
pemerintahan
secars tertulis; dun
b, Terbuka apabila
mendapat
persetijuan dar
peserta
rapat/anggota
hadir secara
tertulis.
32 | Laporan Keusngan Koperasi. | Pasal 17 huruf b Undang- a. Dapat menimbulkan | Mengamankan hak atas | & Terbuka apabila
Undang Nomor 14 Tahun persaingan usaha kekayaan intelektual dan ada perintah
2008 tentang Keterbukaan yang tidak sehat; dan | menghindari persaingan pengadilan/
Informasi Publik. b. Dapat mengganggu | usaha tidak sehat lembagn
Kepentingan pemerintahan
perlindungan hak secara tertulis; dan
atas kekayvaan b. Terbuka pada saat
intelektual, Rapat Anggota
Tahunan




DASAR HUKUM EKUENSI/ PERTIMBAN BAGI PUBLIK
NO INFORMASI] PENGECUALIAN SUEN 4 Sl JANGKA WAKTU
33 | Berita Acara Pemasangan Pasal 17 huruf b Undang- Dapat mengganggu Melindungi data dan  |a. 5 Tabun; dan
dan Pembuka Garis Urnidang Nomor 14 Tahun kepentingan informasi kegintain b. Terbuka apabila
Pengamanan Barang, 2008 tentang Keterbukaan perlindungan hak atas | badan usaha, ada perintah
Informasi Publik. kﬂki}'m intelelctizal dan pengadilan/
MOmicu persaingan lembaga
usaha tidak sehat, pemerintahan
secara tertulis.
Informasi Hetenagakerjaan
34 | Kasus ketenapakerjaan yang | Pasal 17 hurul a Undang- & Meclangunr asas a. Melindungi data Sumpai dengan
masih dalam proses. Undang Nomor 14 Tahun praduga tak bersaiah; pribadi pihak yang adanya pulusan
2008 tentang Keterbukaan dan berperkara; dan pengadilan.
Informasi Publik. b Mengganggu proses h, Melindungi alat bukr
hukum, pada kesus hukum,
35  Nota Pemcrilcsaan yang Pasal 17 huruf b Undang- Dapat mengganggy Melindungi data yang a. Sampai dengan
berhubungan dengan Pasal Undang Nomeor 14 Tahun perlindungan usaha dan | bersifat rahasia bag dilaksanakannya
64, Preal 65, dan Pasal 66 2008 tentang Keterbukaan persaingan yang tidak perusahnsn. ketentuan yang
Undang-Undang Nomor 13 | Informasi Publik. schal. ada di nota
Tahun 2003 tentang teraebut; dan
Ketenagakerjaan b. Terbuka apabila
) ada perintahy izin
tertulis dari
lembaga
pengadilan/
| pemerintal.
36 | Materi Perselisthan a. Pasal 17 hurufl a Undang- | Dapat menimbulkan Melindungi identitas Sampal dengan
Hubungan Industrial. Undang Nomor 14 Tahun | potensi penyalahgunaan | informan dan pelapor selesalnya kasus.
2008 tentang Keterbukaan | informasi oleh pihak- pada pihak-pihak yang
Informasi Publik; dan pihak yang tidak




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
b. Undang-Unciang Nomor 2 | berwenang. sedang berselisih.
Tahun 2004 entang
Penyelesainn Perselisihan
Hubungan Industrial.
Informasi Persuratan das Memorandum Internal
37 | Dekumen pelaksanaan a. Pasal 17 hurul h dan i Dapat mempengaruhi Menjagn objektifitas Sampai Surat
Baperjab, terdiri dari: Undang-Undang Nomor keputusan yang dismbil | pengambiian kepurusan | Keputusan Pelantikan
. 14 Tahun 2006 tentang | oleh nan/ pejabat | oleh nan/ pejabat | ditetapkan,
1) gﬂu'ﬂﬂ dan lampiran Keterbukaan Informasi mpf“m R wn?tt‘mpi '
KPD; . ] Publik;
2) Surat undangan Baperjab; |, Undang-Undang Nomor S
3) Berita Acara Baperjab; Tahun 2014 tentang
4] Nota dinas hasil laporan Aparatur Sipi) Negara;
Baperjab, c. PP Nomar 17 Tahun 2020
5) Hntn'-di'nns permohenan tentang Perubahan atas
- melantix; Peraturan Pemerintah
6) Draft SK Pengangkatan, Nomor 11 Tahun 2017
Pemberhentian dalam Pegawai Negeri Sipil; dan
Jabatan Administrasi; d. Peraturan Gubernur
7) Undangan Pelantikan; dan | Nomaor 40 Tahun 2017
8} Dralt SK Pemberhentian tentang Badan
pejabat Struktural karena | pertimbangan Jabatan
mengundurkan diri. dan Kepangkutar).
38 | Dokumen pelaksanaan 8. Pasal 17 huruf h dan i a. Dapat membuka a. Menjaga objektifitas Terbuka apabila
Seleksi Terbuka, terdir dari: Iijndnng-'undlng Nomar informasi pribadi pengambilan mendapat
3 : 4 Tahun 2008 tentang sescorang; dan keputusan; dan persetujuan tertulis
1) Berita Acara Tim Panitia Keterbukaan Informasi b, Dapat mengungkap  |b. Melindungi proses dari !-:;“15
Seleksi Terbulka beserta Publik; hasil evaluast/ seleksi penyusunan bersangkiitan

Iafmmpirannya;




DA R ST KONSEKUENS!/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK
NO INFORMASI PENGECUALIAN / AN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
3] Nilai hami seleksi akhir; |b, Undang-Undang Nomor S terkait dengan kebijakan. (berdasarkan Pasal 18
J)  Nilai hasil assessment; Tahun 2014 tentang kapabilitas, Avat (2) buruf a
4) Nilai hasil wawancara, Apararur Sipil Negara; dan mtelektualites, dan Undang-Undang
5) Nilai hasil penulisan ¢, PP Nomor 17 Tahun 2020 |  rekamendasi Nomor 14 Tahun
makaleh; tentang Perubahan atas kemampiinn 2008 tentang
6) Nilai rekam jejak; Peraturahi Pemerinitah seseorang, Kererbud
7) Hasil tes kesehatan dan Nomor 1| Tahun 2017 Info i Publik)
Narkoba; tentang Manajemen -
8) Surat usulan/ laporan ke Pegawsi Negeri Sipil.
KASN oleh Gubernur;
49) Surat rekomendasi KASN
untuk Gubermur;
10) Nola dinas laporan hasil
seleksi;
11) Draft SK Pengangkatan,
Pemindahan,
Peitiberhentian dalam
Jubatan Pimpinan Tinggi
(Madva/Pratamal,
12) Surat ysulan penstapan
JPT Madya 3 (tiga) besar
tlari Gubernur kepada
Presiden; dan
13) Undangan Pelantikan,
39 | Draft Sumt Rekomendasi lzin | Pasal 17 huruf h dan i I.Dapll mempengaruhi Menjaga objektifitas a. Sampai surat
Prinsip Tempat [badah. Undang-Undang Nomor 14 | keputusan yang dimbil | pengambilan keputusan rekomendasi
Tahun 2008 tentang oleh pimpinan/ pcjabat | oleh pimpinan/ pejabat tersebut _
Keterbukaan Informasi terkait. terkait, ditandatangani dan
Publik. ditetapkan; dan

|

b. Terbuka apabila




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
mendapat
persejuan
tertulis dari
ptmohon
rekomendasi.

40 | Draft Sural Rekomendasi Pasal 17 hurul h dan i Dapat mempengaruhi Menjaga objektifitas a. Sampal surat

hibah. Undang-Undang Nomor 14 | keputusan vang diambil | pengambilan keputusan rekomendasi
Tahun 2008 tentang oleh pimpinan/ pejabat | oleh pimpinan/ pejnbat "—:mtﬂ-“
Keterbukaan Informasi terkait. terkait. ditandatangani dan
Publik. ditetapkan; dan
b, Terbuka apabila
mendapat
persetujuan
tertulis dar
pemohon
rekomendani.

41 | Lembar Disposisi yang Pasal 17 buruf i Undang- Dapat mengganggeu Menjags objektivitas Terbuka apabila ada
menurit sifal suratnya Undang Nomor 14 Tahun proses pengambilan proses pengambilan perintah pengadilan/
rnhmsis. 2008 tentang Keterbukaan | keputusan terkait keputusan teriait lembaga

Informasi Publik. kehijakan publik. kebijakan publik. pemerintahan secara
tertulis,

42 | Naskah dinas yang menurut | Pasal 17 hurufl i Undang- | Papat menggangeuy Menjagn objektivitas Terbuka apabila ada
sifatnva rabasin. Undang Nomer 14 Tahun proses pengimbilan proses pengambilan perinteh pengadilan/

2008 tentang Keterbukaan | keputusan terkait keputusan terkait lembaga
Informasi Publik. kebijakan publik. kebijunkan puhblik. pemerintaban secara

tertulis.




DASAR HUKUM
KONSEKUENSI - PUBLIK
NO INFORMASI PENGECUALIAN y LA JANGEKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
43 | Berita Acara Pembahusan Pasal 17 huruf i Undang- Dapat mengegangeu Merjaga objektivitas Terbuks apabila ada
RAPBD. Undang Nomaor 14 Tahun proses pengambilan proses pengambiian perintah pengadilan/
2008 tentang Keterbuksan keputusan terkait keputibesn tericait lembaga
Informasi Publik. kebijalan publik. kebijakan publik. pemerintabion sccara
tertulis.
44 | Data Bufferstock Logistik. Pasal 17 huruf i Undang- anat menimbulkan . Melindungi data dan  [a. | Tahun; dan
Undang Nomor 14 Tahun penyalahgunaan data informasi terkait b. Terbuka apabila
2008 tentang Keterbukaan ketersediaan ada perintah
Informasi Publik. biifferstock; dan pengadilan/
. Mengamankan proses lembaga
penyusunan kebijakan pemerintahan
socara tertuhs.
informasi Penegakan Hullum
45 | Berkas Bonta Acara Pasal 17 hurul a Undang- Dapat mengganggy Melindung proses Sampal dengan
Penyidikan vang dilakukan Undang Nomar 14 Tahun proses penegakan penegakan hukum. adanya putusan atas
oleh PPNS, 2008 rentang Keterbukaan huleum, pen,;ridﬂmn yang
Informasi Publik.
46 | Isi Laporan Dugaan Pasal 17 huruf & Undang- Drapat mengingg Melindung proses Sampai dengan
Penerimaan Gratifikasi. Undang Nomeor 14 Tahun proscs penegakan ptnegakan hukim. afdznya putusan atns
2008 rentang Keterbukaan hukum. penyidikan vang
Informasi Pablik. dilskeukan.
47 | lsi Laporan Hasil a. Pasal 17 hurufaangka | |a. Menghambat proses Melindungl proses Samipai dengan
Pengawsasan. dan 2 Undang-Undang penyelidikan dan pencgakan hukum. penyelidikan hasil
Nomar 14 Tahun 2008 penyidikan suatu pengawasan selesai,
tentang Keterbukaan tindakan pidana; dan '

Informasi Publik: dan

b. Dapat menggangwu




DASAR HUKUM

KONSEKUENS!/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
b. Pasal 14 Ayat (4) ﬁmm penegakan
Peraturan Gubernur ukum.
Provinsi Deerah Khusus
Tbukota Jaksrta Nomor 93
Tahun 2017 tentang.
Penanganan Pengaduan
Masyvarakal.

48 | Isi Laporan Pengaduan ¢. Pasal 17 hurufa angka 1 |a. Menghambat proses | Melindungi proses Sampai dengan

Pungutan Liar. cian 2 Undang-lndang penyelidikan dan penegalan hukum, penvelidikan
Nomor 14 Tahun 2008 penyidilan suatu pengaduan sclesai.
tentang Keterbukanan tindakan pidana; dan
Informasi Publik; dan b. Dapat mengganggu

d. Pasal 14 Ayat (4] proses penegakan
Peraturan Gubernur hukum.
Provitisi Daerah Khusus
[bukota Jakarta Nomor 93
Tahun 2017 tentang
Penanganan Pengaduan
Masyvarakal.

49 | Pokutnen Penjatuhan a. Pasal 17 huruf h dan i a. Menghambat proses  |a. Melindungi proses a Terbuka apabila
Hukuman Disiplin ASN, Undang-Undang Nomar penyelicdikan dan penegakan hukum; mendapat
terditi dari: 14 Tahun 2008 tentang penyidikan pencgakan dan persetujunn
_ Keterbukaan Informasi hukum; den b. Melindungi rabasia tertulis dari yang
1) Surat Usulan atau Publik; dan b. Dapat membuka pribadi seseorang. bersangkutan; dan

Pengantar dari SKPD; b. Undang-Undang Nomor 5 informas pribad: b. Terbuka apabila

g; g:::{: Pmmﬂ;n; " Tahun 2014 tentang sesorang. adi perintah

 Tugas Permneriksaan; Aparatur Sipil Negara. lan

4) Berita Acara Pemeriksaan; F P ﬁaﬁ v

5) Laporan Hasil pemerintahan

Pemeriksann;

secara tertulis,




DASAR HUKUM

NO INFORMAS] PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUEKA DITUTUP

6} Nota Dinas Permohonan
Disposisi Penjatubhan
Hukuman Disipling

7} Nota Dinas Permohonan
Penandatanganan
Rancangan Keputusan
Gubernur tentang
Penjatuhan Hukuman
Disipling

8] Heputusan Gubernur
tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin;

9 Penyampaian Keputusan
Gubernur kepada SKPD
terlkait; dan

10)Berita Acara Serah Terima.

50 | Dokumen Pengaduan - Pasal 17 hurdlfh dan i a. Menghambat proses |a. Mellndungi proses o Terbuka apabila
(Pelecehan Scksuall, terdiri Undang-Undang Nomor penyelidikan dan pencgakan hukum; mendapat
dari: 14 Tahun 2008 tentang penyidikan penegakan dan persstujuan
Keterbukaan Informasi hukum; dan b. Melindungi rahasia tertulis dari yang

1) Laporan Pengaduan; Publik; b. Dapat membuka pribadi seseorang bersangkutan; dan

2] Informasi pelapor . Undang-Undang Nomor 5 informasi pribadi b. Terbuka apabila
pengaduan; Tahun 2014 tentang SESOTRIL ada perintah

3) Informasi terlapor Aparatur Sipil Negara; dan pengadilan /
pengaduan; - Surat Edaran Gubernur lembaga

4) Bukti pengaduan; DK Jakartn pemerintahan

5) Unﬂaqg:an Panggilan No.7/SEj2021 tentang secara tertulis.
pemenksaan dan/ Pencegahan dan
permintaan ketcrangan; Penanpanan Tindakan

6) Surat tindak fanjut Pelecehan Seksual di




DASAR HUKUM

KONSEKUENS!/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP

pengaduan; Lingkungan Kerja

7] Berits Acara Pemprov DKl Jakarta.
Pemeriksaan/ Berita
Acara Klarifikasi; dan

B) Laporan Hasil
Pemeriksaan/ Laporan
Hasil Permintaan
Keterangan.

51 | Surat panggilan Aparat Pasal 17 hurul a Undang- a. Menghambat proses | o Melindungi proses Sampai dengan
Penegak Hukum dan bukd Undang Nomor 14 Tahun penyelidikin dan penegakan adanya putusan dtas
duki.tng Yang minng_dnlam 2008 tentang Keterbulkaan penvidikan suaty hukutmn;dan penyidikan yvang
proses penegakan hukum, Informasi Publik. tindakan pidana; b. Melindungi data dan | dilakukan.

b. Dapat mengganggu informasi pribasdi.
ProSes penegaxan
hukum; dan
c. Dapat menimbulkan
penyalahgunasn data
informasi pribadi
SeSEOTRNg.

(52 | Starus hukum gedung dan Pa=al 17 huruf | Undang- | Dapat menimbulkan Melindungi Keamanan Terbuka apabila ada
bangunan yang masih dalam | Undang Nomor 14 Tahun penyalahpuniaan deta. Data dan Informusi perintah pengadilan/
frases pengesahan dokumen. | 2008 tentang If.tmrbukn.nn Status Gedung dan lembaga

Informasi Publik. Bangunan, pemerintahan secara

tertulis.




DASAK BURUM  PERTIMBANGAN
NO INFORMASI PENGECUALIAN RONBEECIRRN/ ANRAGE PR JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITOTUP
informasi Telekomunikasi dan Teknologl Informasi
33 | Konfigurasi jaringan Pasal 17 hurufl ¢ Undang- a. Dapat membahayakan |a. Melindungi Terbuka apabila adn
telekomumikasi balaikota dan | Undang Nomor 14 Tahun dan pertahanan dan perinteh/ izin tertulis
namah dinas. 2008 Tahun Keterbukaan keamanan Negara; keamanan Negara; dari lembags
liformasi Publik, dan dan pengadilan/
b, Dapnt mengungkap b, Melindungi pemerintal.
rahasin stratcgi dan kerahasiann badan
persandian. prhblik.
54 | Infrastruktur Data Center a. Pasal 17 hurufj Undang- | Dapat menimbulkan Melindungi/ Terbuka apabila ada
Undang Nomor 14 Tahun | tindakan kriminal, mengamankan perangkat | perintah/ izin tertulis
2008 tentang Keterbukaan | perysaken, dan dan data. dari lembaga
Informas: Publik, pencurian data. pengadilan/
b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 pemerintah.
Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang
Informansi dan Transaksi
Elelktronik; dan
¢. Pasal 3] Undang-Unhdang
Nomor 19 Tahun 2016
tentang Peruibahan ntas
Undang-Undang Nomor
11 Tablun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
- Elektronik.
55 | Management server dan a. Pasal 17 burufl j Undang- | Dapat menimbuikan Melindungi/ Terbuka apabila ada
Operating System Undang Nomor 14 whun | tindakan kriminal, mergamankan perengkat | perintub)/ win tertulis
2008 tentang Keterbukasn | perusakan, dan dun data, dari lembagan
Informasi Publik; pencurian data, pengadilan/
b, Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Undang-Undang Nomor pemerintah.
11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik; dan
c. Pasal 31 Undang-Undang
Nomar 19 Tehun 2016
tentang Perubahan alas
Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang
Informast dan Transaksi
Elcktronik. ! ,

36 | LoKasi Data Centerdan DRC. | Pasal 25 Undang-Undang Dapat menimbulkan Melindungi/ a. Selama daia center
Nomor 11 Tahun 2008 tndakan kriminal, mengamarikan perangkat masih digunakan;
tentang Informasi dan perusakan, dan dan data. o dan - e
Transaksi Elektroaik, curian Terbuka apabila

Hiewem et ada petintah) ixin
tertulls dar
pengadilan/

57 | Lokasi Server. Pasal 25 Undang-Undang a. Dapat menggangu a. Mehndungi hak atas |a. Selama server
Nomeor 11 Tahun 2008 perlindungan hak atas kekayaan intelektual; masih digunakan;
tentang Informasi dan kekayean intelektual; dan din )
Transaksi Elektronik. dan b. Melindungi/mengama b, Terbuka apabila

b. Dapat menimbulkan nkan peranghkat serta ada penintah/ unn
tindakan kriminal cata. tertulis dari
(perusakan dan lembaga
pencurian data), pengadilan/

pemerintah,




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

Elektronik.

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP
38 | temnet Protocal / IP Address |a. Pasal 17 hurufj Undang- | Depat menimbulkan Menjaga/melindungi hak | Terbuka apabila ada
Private. Undang Nomor 14 Tahun | percobaan penerobosan/ |akses. perintah/ izin tertulis
2008 tentang Keterbukaan | penyalahgunaan hak dari lembaga
[nformasi Publik; dan akses. pengadilan/
b. Pasnl 30 Undang-Undang pemerintah.
Nomer 11 Tahun 2008
tentang Informas: dan
—_ Transaksi Elektronik.
59 | Bandwidth Management. a, Pasal 17 hurof e Undang: | Dapat menimbulkan Mengatur kestabilan Terbuka apabila ada
Undang Namor 14 Tahun | terjadinya penggunaan bandwidth. | perintah/ izin tertulis
2008 tentang Keterbukaan | penyalahgunaan dari lembaga
Informasi Publik; dan kapasitas bandwidth di pengadilun/
b. Pasal 30 Undang-Undang | j,ar ketentuan. pemerintah.
Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informas: dan
Transaks: Elekironilk.
60 | Topologi Jaringan Komputer | Pasal 17 hurufl o Undang- Daput menimbulkan Melindungi/ Tetbuka apabila ada
{LAN, WAN). Undang Nomor 14 Tahun tindaksn kriminal, mengamankan perangkat | perintah/ izin tertulis
2008 tentang Keterbukaan perusakan, dan dan data. dari lembaga
Informasi Publik. pencurian data. pengadilan/
pemerintah,

61 |Kode Akscs Elekiromk Pasal | angka 15 Undang- Dapat menimbulkan Menjaga keamanan Kode | Terbuka apabila ada
[Password Aplikasi E-Gov Undang Nomor 19 Tahun terjadinya Akses Elektronik. perintal/ zin tertulis
Pemprov DKI Jakarts). 2016 tentang Perubahan | penyalahgunaan oleh darl lembaga

atas Undang-Undang Nomor | pthal lain. pengadilan/
11 Tahun 2008 tentang pemerintah.
Informasi dan Transaksi




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI] PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
62 | Sistem Management Database ja. Pasal 17 huruf ¢ dan Dapat menimbulkan Menjaga kemanan Terbuka apabila ada
(Database Web Sorver). huruf'j Undang-Undang terjadinya database. perintih/ zin tertulis
Nomor 14 tahun 2008 penyalahgunaan oleh dari lembaga
Utiiag Nenertatkahss pitik lain. pengadilan/
Informasi Publik; dan pemerintih.
b. Pasgal | angka 16 Undang-
Undang Nemar 19 Tahun
2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang
Nomer 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
63 | Lokasi CCTV pada area Ring | Pasal 17 huruf ¢ Undang- Dapat membahayakan Melindungi pertahanan |a. Sclama CCTV
1 dan obyek vital lainnya. Undang Nomor 14 Tahun pertahanan dan dan keamanan negara. rmasih digunakan/
2008 tentang keamanan negara. berlaku; dan
Keterbukaan Informasi b. Terbuka apabila
Publik. ﬂ.dn_.pﬂﬂnlﬂhf lzin
tertulis dari
lembaga
pengadilan/
pemérnintah.
649 | Frekuensi Radio Trunking. Pasal 17 huruf ¢ Undang- Dapat menimbulkan Meminimalisir gangguan |a Sclama frekuensi
Undang Nomor 14 Tahun gangguan dan alur frekuensi radio dan alur radio masih
2008 tentang Keterbuksan | Komuhikasi terputus. komunikasi. digunakan/
Informasi Publik. perlaku; dan




DASAR HUKUM

HONSEKUENS!/ PERTIMBANCAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
pemerintai.
Informasi Lingkungan Hidup
65 | Data hasil analisa a. Pasal 17 huruf b Undang- | Dapat mengungkapkan | Menjamin tidak Terbuka apabila
laboratorium atas Sampel Air Undang Nomor 14 Tahun | rahasia konsumen. terjadinya prakisk mendapat
dan Udara Konsumen 2008 tentang Keterbukaan persaingan usaha tidak | persetujuan tertulis
{Pribadi/ Perusahaan) % g;f:'g‘;': Eﬁ;‘:ﬂm schat, dari kensumen yang
ri n. d
Laboratoridm Lingkunga Eagicongas Hitu w "
Provinsi DKI Jakarta No, mb”td“{m hmﬂ.' :“]
LA geng Undang-Unda
ditetapknn tanggal 2 8 ng
September 2019 dan Nomor 14 Tahun
berlaku hingga 1 2008 tentang
Seprember 2024, Keterbulmen

Informasi Publik).




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DITUTUP

JANGKA WAKTU

Informasi Aset

66

Status Hukum Tanah yang
terdiri atas: Nama Pemilik,
Dasar Hulkum Kepemilikan,
Lokasi, dan Luas Tanah.

8. Undang-Undang Nomar
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik;

. Pasal 34 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaltaran
Tanah; dan

c. Pasal 191 ayat (1) dan (2}

Peraturan Menleri
Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 entang
Pendaftaran Tanah.

Dapat menimbulkan
penyainhgunaen data.

Melindungi Keamanan
Data dan Informas
Status Tanah.

Terbuka apabila ada
perintah pengadilan /
lembags
pemerintzhan secara
tertulis,

Informasi Peta Objek Sarana

67

| Peta Utilitas Prasarana dan

Sarana Kota.

‘Pasal 17 hurul b Undang-

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

a. Dapat mengungknp
rahasia perusahaan;

k. Dapat menimbulkan
persaingan bisnis
tidak sehat; dan

Melindungi data dan
informasi perusahaan.

a. 5 whun; dan

b. Terbuka apabila
ada perintak
pengadilan/
lembaga




DASAR HUKUM KONSEKUEN PERTIMBAN
NO INFORMASI PENGECUALIAN ! e JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
c. Dapat menimbulkan pemerintahan
gugatan dari pemilik secara tertulis.
data yang
bersangkutan.
68 | Peta hasil ukur dengan objek | Pasal 17 hurul ¢ angka 4, Dapal mengungkap Melindungi kerahasisan | a. 5 tahun, dan
"Vital Negara®. Undang-Undang Nomor 14 | instalasi objek vital objek vital negara. b. Terbuka apabila
Tahun 2008 tentang Negar. ada perintah
Keterbukann Informasi pengadilan /
Publik. lembaga
pemerintahan
secara tertulis.
68 | Peta hasil ulour untuk a. Pasal 17 hurul b Dapat merugilcan Melindungi adanya a. 5 tahun; dan
keperluan rencana awal Undang-Undang Nomor ketahanan ekonomi penyalahgunaan data b, Terbuka apabila
penjualan/pembelian 14 Tahun 2008 tentang | nasional. pengadaan tanah. ada perintah
tanah /properti oleh Keterbukaan Informasi pengadilan /
Pemerintah. Publik; dan lembaga
b. Pasal 17 huru! € arigka 4 pemerintakian
Undang-Undang Nomor secara tertulis.
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informeasi
Publile
Informasi Intelijen dan Operasi
70 | Dokumen atau informasi Pasal 17 hurufl a Undang- Mengungkapkan Melindung: strategi, a. 30 Tabun; dan
pemantauan situss wilaysh | Undang Nomor 14 Tahun dokumen yang memuat | intelijen dan operasi yang (b, Terbuka apabila
yang terdiri dari: 2008 tentang Keterbukaan tentang strategl, diyalankan ada perintah
1) Susunan/Nama Anggota | Informasi Publik Intelijen dan operasi pengadilan/
Timg yang dijalankan lembaga




DASAR HUKUM

HONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
) Surat Tugas/Mandat dari pemerintalian
Instans Pengirim; secara tertulis.
J] Laporan/Surat
Pelaksanaan Pemantauan
Situasi Wilayah; dan
4] Naskah/Dokumentasi
Rapat
71 | Dokumen/Informasi Pasal 17 hurul a Undang- Mengungkapkan Melindungi strategi, a. 30 Tahun; dan
Penanganan Konflik Sosial, | Undang Nomor 14 Tahun dokumen yang memuat | intelijen dan operasi yvang |b. Terbuka apabila
terdiri dari: 2008 tentang Keterbukaan tentang strategi, yalankan ada petintah
1) Susunan/Nama Anggota | Informasi Publik Intclijung dan aperasi pengadilan/
Tim; yang dijalankan lembaga
2) Surat Tugas/Mandat dari pemerintahan
Ingtansi Pengirim; secara tertulis,
3} Laporan/Surat
Pelaksanaan Tugas
Penanganan Konflik
Scelal; dan
4] Neskah/Dokumentasi
Rapat
72 | Dolcumen /Inforrmasi Pasal 17 hurufl s Undang- Mengungikapkan Melindungi strateg, a. 30 Tahurn; din
Pemantiauan Orang Asing, Undeng Nomor 14 Tabun dokumen yang memuat | intelijen dan operasi yang ‘b, Terbuks apabila
Organisasi Masyarakat Asing | 2008 tentang Keterbukann tentang strategi, dijalankan ada perintah
dan Tenaga Kerja Asing, Informasi Publik Intelijen dan operasi pengadilan/
terdiri dari: yang dijalankan lembaga
1) Susunan/Nama Anggota pemerintahan
Tim; secara tertulis




DASAR HUKUM
KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN
NO INFORMASI PENGECUALIAN i JANGKA WAKTU
INFORMAEI DIBUKA DITUTUP
2) Surat Tugas/Mandat dari
Instansi Pengirim;
3) Lsporarn/Surat
Pelaksanaan Tugns
Pemantauan Orang Asing,
Ormas Asing dan Tenaga
Kerja Asing; dan
4) Naskah/Dokumentasi
Rapat
73 | Dokumen/informasi Cipta Pasal 17 hurul a Undang- Mengungkapkan Melindungi strategi, a 30 Tahun; dan
Kondisi, terdiri dari: Undang Nomor 14 Tahun dokumen yang memuat | intelijen dan operasi yang |b, Terbuka apabila
1) Susunan/Nama Anggota 2008 tentang Keterbukain tontang strategi, dijalanlan ada perintah
Tim: Informasi Publik Intelijen dan operasi pengadilan/
2) Surat Tugas/Mandat dari yang dijalankan Jembaga
Instansi Pengirim; pemerintahan
3} Laporan/Surat secara tertulis.
Pelaksanaan Tugas Cipta
Kondisi; dan
4} Naskah/Dokumentasi
Rapal
Informasi Teknis Bangunan Gedung
74 | iInformasi Kondisi Bangunan | Pasal 17 huruf i Undang- c. Dapat mengungkap Melindungi kerahasiaan |a 5 mhun; dan
Oedung Pemerintah Dacrah. | Undang Nomer 14 Tahun kondisi sarana dan proses pelaksanaan b. Terbuka apabila
2008 tentarng Keterbukaan prasarans, serta dat | perawatan/ ada perintah
Informasi Publik. detail kerusakan pemeliharaan olel pengadilan/
gedung ascl pemda pengEuna bangunan lembaga
yang dapat gedung negara pemerintahan
MENERANZTU proses




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
pengginaan gedung secara tertulis,
dan pelaksanaan
perawatan/pemelihar
aan gedung: dan
d. Dapat menimbulkan
penyalahgunann datn
informasi objek
bangunan gedung
negara
75 | Dokumen Persetujuan Pasal 17 hurufl h dan i a. Dapat mengungkap Melindung data dan a. 5 tahun;
Rencanm Teknis Bongkar / Undang-Undang Nomor 14 rahania pribadi / informasi pribadi atau b. Terbuka apabila
Demolisi bangunar. Tuhun 2008 tentang perusihaan, perusahaan, ada perittah
Keterbukaan Informasi b. Dapat menimbulkan pengadilan/
Publik. penvalahgunaan data lerbaan
informasi pribadi [ rintaban
sahaan; dan peme A
pert . secara tertulis; dan
¢. Dapat menimibulkan Terbaiks anakile
gugatan dari pemilik = 5 el
data !mﬂﬂ. me pat
berﬂngkutan. ptmlujﬂm
tertulis dari yang
bersangkutan,
76 | Dokumen dan kajian teknis | Pasal 17 huru! h dan | a. Dapat mengungkap Melindungi data dan &, 3 tahun;
Hasil Survei Bangunan. Undang-Undang Nomor 14 rahasia pribadi / informasi pribadi atau b. Terbuka apabila
Tahun 2008 tentang perusahaan; perusahaan. ada perintah
Keterbukaan Informasi b. Dapat menimbulkan pengadilan/
Publik. mhhlﬁllm;dﬂtﬂ lembaga
informaeani pr.ﬂ:.it / pemerintahan

¢. Dapat menimbulkan

secara tortulis: dan
¢, Terbuka apabila




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMAEI DIBUKA DITUTUP
gugatan dari pemlik mendapat
date yang persdetujuan
bersangkttan. tertulis dari yang
bersangkutarn.
77 | Dala Teknis Bangunan Pasal 17 hurufl b Undang- a. Mengungkap kondisi |a. Mengamankan hak a. 5tahun;
Qedung yang terdiri dari Undang Nomar 14 Tahun sarana dan atas kekayaan B. Terbuka apabila
Teknis arsitcktural, struktur | 2008 tentang Keterbukaan prasarana, serta data intelektual dan ada perintah
dan mekanikal elektrikal. Informasi Publik. detail banglnan menghindari pengadilan/
gedung yang dapat persaingan usaha lembaogn
menimbulkan tidak schat; dan fintahat
penyalahgunaan b. Melindungi data dan m" o febulia: dan
informasi detail teknis informasi pribadi d. ekl aoabis
bangunan gedung; " i pa
b. Dapat berpontesi mendapat
e agien
gugatan dan pemilik tertulls darl yang
bangunian gedung; bersangkutan.
dan
¢ Dapat menggangeu
kepentingan
perlindungan hak
atas kekayaan
intelektual
78 | Dokumen Hasil Kajian Pasal 17 hurul b dan i a. Mengungkap kondisi | a. Mengamankan hak a 5 tahun;
Periclaan. Undang-Undang Nomor 14 sarana dan atas kekayann b. Terbuka apabila
Tahun 2008 tentang prasarana, serta date intelektual dan ada perintah
Keterbukaan Infarmasi detail bangunan menghindan pengadilan/
Publik. gedung yang dapat persaingan usaha lembaga
menimbulkan tidak sehat; dan pemerintahan

penvalahguraan

b. Melindungi data dan




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
informasi detail teloms informasi pribaci secara tertulis; dan
bangunan gedung; c. Terbuka apabila
. Dapat berpontesi mendapat
menimbulkan persetujuan
gugatan dari pemilik tertulis dari vang
mﬂ"‘“‘“ gedung, bersangicutan.
. Dapat mengzunggu
kepentingan
pertindungan hak
atas kekayaan
intelektual
Informasi Keuangan

79 | Dokumen SPJ Keéuangan

yang belum di auddit.

¢. Pasal 17 huruf b Undang-

Undang Namor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Pasal 17 hurufl h angia 3
Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukasn Informasi
Publik;

Pasal 17 hurufl i Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik.

a. Dapat menimbulkan

patensi
penvalahgunanan oleh
tidak berwenang:

b. Dapat menmimbulkan

porsaingan usaha
yang tidak schat;
Dapat menimbulkan
penyalahgunaan data
informasi pribadi
seseorang; dan

. Dapat mengganggu

perlindungan hak

a. Mengamankan hak
atas kelayaan
intelektual dan
menghindari
persaingan usaha
tidak sehat; dan

b. Melindungi data dan
informas: pribadi

a. Terbuka sampai
Audit Keuangan
Selenai; dan

b. Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan /
lembaga
pemerintahan
secara lertulis.




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP
atas kekayaan
intelekiual,

80 | Surat Pengesahan Pasal 17 hurul | Undang- Dapat menimbulkan a, Menghindari 8. 10 tahuh; dan
Pendapatun Belanja dan Undang Nomor 14 Tahun penyalahgunuan data. penyalahgunaan b. Terbuka apabila
Pembiayaan (SP2BP) Badan | 2008 lenlang Keterbukaan infhrmasi; ada perintah

pendistribusian data pemerditabiun
dan informasi; dan SeCATS TertuRE:

¢. Menjaga kcakuratan ' '
data dan informasi

81 | Surat Perintah Pencairan Pasal 17 hurul 1 Undang- Dapat menimbulkan a, Menghindari #. 10 mhun; dan
Bana (SP2D). Undarng Nomor 14 Tahun penyalahgunaan data, penyalabgunaan b. Terbuka apabila

2008 tentang Keterbuksan ' infarmasi; atin perintah
kckeliruan dalam ]cmbm
pendistribusian data pemerintahan
dan informasi; dan Sockrk iis.
¢. Menjaga keakuratan R
data dan infarmasi

82 | Surat Penyediaan Danga Pasal 1T huruf { Undeng- Dapat menimbulkan . Menghindari a. 10 wmhun; dan

Undsang Nomor 14 Tuhun penyalahgunaan data. penyalahgunaan b. Terbulka apabila

2008 tentang Keterbulkaan informasi; ada perintah

Informasi Publik. b Menghindari pengadilan/
kekeliruan dalam |,=th&'
pendistribusian data pemerintahan
dan informasi; dan kil

c. Menjaga keakuratan
_data dan informasi




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP
83 | Laporan Keuangan a. Pasal 17 huruf b Undang- | a. Dapal menimbulkan |a. Mengamankan a. Terbuka apabils
Pemerintah Provinsi DKI Undang Nomor 14 Tahun potensi atas kekayaan hasil audit sudah
Jakarta yang betum diaudit 2008 tentang penyalahgunaan oléh intelekiual dan di tetapkan melalui
oleh BPK. Keterbukaan Informasi pihuk-pihak yang menghindari Peraturan Daerah;
Publik; tidak berwenang; POTSRREA UsaI dan
b, Pasal 17 hurufhangka 3 |y papat menimbulkan Ui Seh o b. Terbuka apabils
Undang-Undang Nomor L hah b. Melindungi data dan e SEAnEN
14 Tahun 2008 tentang prean o informasi pribadi F=c
Keterbukaan Informasi vang tidak sehat; pengadilan /
Publile: ¢. Dapat memimbulkan Imbagn
c. Pasal 17 huruf i Undang- penyalahgunaan data pemerintahan
Undang Nomor 14 Tahun irfformasi pribadi secara tertulis
2008 tentang seseorang dan
Keterbukaan Informasi d. Dapat mengenggu
Publik kepentingan
perlindungan halk
atas kekayaan
intelektual
84 | Rincian Perjonjian Pinjamon | Pasal 17 hurul | Undang- a. Mengamankan Melindungi pelaksanaan |a Terbuka sampai
Daerah kepads Pemerintah Undang Nomor 14 Taliun kerahasiaan dan kchijakan keuangan masa perjanjian
keuangan lain. Inlormasi Publik. yang mungkin terkait dan
dengam proyek atau b. Terbuka apubiia
kehifakan pemerintah ada perintah
daerah; gadilan/
b, Dupat mempengaruhi mm
neégosiash dan strateg -
pemerintah dalam pemerintehan
kesepakatan pinjaman secara tertulis,

mendatang: dan




DASAR HUKUM
INFORMASI PENGECUALIAN FPERTIMBANGAN
¥O KONSEKUENSI/ BAGI PUBLIK JANGKA W.
INFORMASI DIBUKA DITUTUP

c. Depat mempengaruhi
kesuksesan /kebarhasil
ar kehijakan karena
pengungkapan terialu
dimi

Informasi Proses Perizinan

85 | Dokumen persyaratan Pasal 17 hurul' b, huruf g, a. Dapat menghsmbat a. Menjags objektivitas | Terbuka apabila:
administrasi dan teknis dan hurufl h Undang-Undang proses penerbitan zin; hasil penelitian dan adn TGn datl
perizinan/ nonperizinan. Nomar 14 Tahun 2008 b. Dapat menimbulkan penilaian perzinan; o T

tentang Keterbukaan penyalahgunaan data dan m
Informasi Publik. informasi pribadi; dan |b. Melindungi data dan b, o4 ;

c. Dapat menimbulkan informasi pribadi, - MUK pEEMUNtAAn
gugatan dari pemitik perintah dari
data vang aparat pencgak
bersangkutan, hukum;dan

¢. ada perintah;/ i2in
tertulis dari
lembaga
pengadilan /
pemerintalh,

86 | Dokumen Persvaratan pada Pasal 17 huruf h Undang- & Dapat menghambat . Menjaga objektivitas | a. S tahun; dan
Dokumen Arsip Perizinan Undang Nomor 14 Tahun proses penerbitan hasil penelitian dan k. Terbuka apabila
Ruang dan bangunan yang | 2008 tentang Keterbukaan izin; penilaian perizinan; ada izin dan
meliputi ; Informasi Publik, b. Dapat menimbulkan dan pemohon
1) lzin Mendirikan Bangunan penyalahgunaan data | b. Melindungi data dan perizinan;
~ (IMB) informasi pribadi; dan informasi pribadi. ¢. Terbuka apabila
2} Sertifikat Laik Fungsi ¢. Dapat menimbulkan ada permintaan/

{SLF); gugatan dan pomilik penniah dan
8 3) Kelaynkan Menggunalan data yang aparal penegak

— e e
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NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP

Bangunan (KMBE), bersanghkutan, hukum; dan

4) lzin Penggunaan d. Terbuka apabila
Bangunan (IPB); ada perintah

35) Keterangan Selesai pengadilan /
Membangun (KSM), lembaga

6) Izin Pendahuluan (IP); pemerintahan

7) lzin Pondasi, izin Pelaku
Telknia Bangunan (IPTB);

8) lzin Perpanjangan
Penggunaan Bangiman
(IPPB)

secars ternalis

B7 | Dokumen Persyaratan pada | Pasal 17 hurul h Undang- a. Dapat menghambat a. Mcnjaga objcktivitas | a. 5 tahun; dan
Dokumen Permohonan Undang Nomeor 14 Tahun proses penerbitan hasil penelitian dan b. Terbuka apabila
Legalisir/Salinan Perizinan. | 2005 tentang Keterbukaan izin; penilaian perizinan; ada izm dari

Informasi Publik. b. Dapat menimbulkan dan pemohon
penyalabgunaan data | b. Melindutigi data dan perizinan;
informasi pribadi; dan informasi pribadi. c. Terbuka apabila

¢. Dapat menimbulkan ada permintaan/
gugatan dari pemilik perintah dan
data yang apitral ponegak
bersangkutan. hukum; dan
d. Terbuka apabila
ada perintab
pengadilan/
lembaga
pemerintahan

sccara tertulin,
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Informasi Pelaksanaan Tupoksi Lainnya Yang Masih Dulam Proses

88 | Drafl Naskah Rancangan a. Pasul 6 avat (3] hurul e Dapat menvebabkan c. Menghindari Terbuka apabila
Regulasi/Kebijakan Publik Undang-Undang Nomor | pendistribusian datadan |  penyalahgunaen sudah memasuki
yang belum disahkan. 14 Tahun 2008 tentang | informasi yang tidak Informasi; tahap Kensultas|

Keterbukaan informasi valid atau tidak tepat d. Menghindari Publik
Publile: 'kehul_irun_m dalam

b. Pasal 17 hurufi dan j mﬁm:;"d:f
Undang-Undang Nomor . Meni » A
14 T 3008 tntan i
Publik;

89 | Draft Surat Perjanjian Kerja | Pasal 17 hurul | Undang- Dapat menyebabkan a. Menghindari Terbuka apabila
Sama yang masih dalam Undang Nomor 14 Tahun pendistribusian data dan penyalahgunsan Surat Perjanjian Kerja
proses, 2008 tenitang Keterbukaan | informasi yang vidak informasi; Sama selesai

Informasi Pablik. vahd atau tdak tepat. b. Menghindan ditandatangani oleh
kekeliruan dalam leedua belah pihak
pendistribusisn data
dan informasi; dan

¢, Menjaga keakuratan
dala dan informiisi

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

90 | Dokumen Penawaran Teknis. | Pasal 17 hurul b Undang- a. Dapat menimbulkan |a. Mengamankan hak a. 5 tahun; dan

Undang Nomar 14 Tahun potensi atas kekayaan b. Terbuika apabila

2008 tentang Keterbukaan penyalahgunaar oleh intelekiual dan adn perintah

Informasi Publik. pihak-pihak yang menghindari pengadilan /

tidak berwenang; ﬁlﬁfmﬁ' lembaga
b, Dapat menimibulkan b. Melindu rl_vgl: dnss. din pemerintahan




HKONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

RO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHKA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP
persaingan usaha informasi pribadi secema tertulis.
vang tidak sehat;
. Dapat menimbulkan
penyalshgunaan data
informasi pribadi
seseorang: dan
. Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak
atas kekayaan
iritelektuanl
91 | Gambar/Desain pada Pasal 17 hurul b Undang- . Dapat menimbulkan | Mengamankan hak atas | a. S tahun; dan
Lampiran Kontrak. Undang Nomor 14 Tahun potensi kekayaan intelektual dan | b, Terbuka apabila
2008 tentang Ketorbuksan penyaiahgunann oleh | menghindar persaingan ada perintah
Infarmasi Publik. pihak-pihak yang usaha tidak sehat. pengadilen/
tidalk berwenang; lemnmbaga
. Dapat menimbulkan pemerintahan
perssingan usaha sechra teriulis.
vurng tidak schal, dan
. Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hale
dtas kekavaan
intelektital,
92 | Dokumen Legalitas Penyedia, | Pasal 17 hurul b Undang- Dapat menimbulkan | Mengamankan hak atas |a 5 1ahun; dan
terdiri dari: Undang Nomor 14 Tahun potensi kekayaon intelektual dan | b. Terbula apabila
1) Akia Perusshaan; dan 2008 1entiang Keterbukaan penvalahgunasn oleh | menghindari persaingan ada perintah
pihak-pihak yang usaha tidak schat pengadilan /




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
2] Izin Perusahaan Informasi Publik. tidak berwenang; lembaga
b. Dapat mentmbulkan pemerintahan
persaingan usaha secara lertulis,
yang tiduk sehat, dan
c. Dapat mengganggu
kepentingan
periindungan hak
awms kekayaan
intelektual,
93 | Informasi yang belum Pasal 6 Ayat (3) hurufl & Dapat menyebablear . Menghindari Tidak terbatas
dikuasai atau Undang-Undang Namor 14 | pendistribusian data dan | penyalahgunoan
didokumentasikan. Tahun 2008 entang informasl vang tidak informuasi;
Keterbukaan [nformasi valid atau tidak tepat.  |D. Menghindari
Pubtik. kekeliruan dalam
pendistribusian data
dan informasi; dan
e, Menjaga keakuratan
data dan informasi.

Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASILINFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINS] DAERAH KHUSUS [BUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS!
PROVINS! mﬁ:ﬂﬂﬂ!ﬁiﬁﬂus IBUKOTA JAKARTA,
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